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ABSTRAK

Penelitian mendeskripsikan pelaksanaan Program NUSP-2 dalam peningkatkan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu. Penelitian ini  jenis penelitian Kualitatif dengan metode Analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan Data dengan menggunakan cara yakni : wawancara dan koesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) dalam peningkatan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dapat disimpulkan, yaitu hasil program NUSP-2 dianggap cukup berhasil dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Watulondo. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor : Adanya rasa cukup puas dari masyarakat dengan hasil pembangunan infrastruktur di Kelurahan Watulondo, dan Adanya respon yang baik dari masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur di Kelurahan Watulondo hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai swadaya masyarakat pada pembangunan infrastruktur pada tahun 2015 yaitu sebesar 9,39% yang melebihi harapan sebesar 6% serta Berkurangnya wilayah kumuh Kelurahan Watulondo sebesar 25% dari 4 ha menjadi 3 ha. 
Kata kunci : Implementasi NUSP-2, Pembangunan infrastruktur
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 
Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki laju urbanisasi tertinggi di Asia telah dihadapkan pada permasalahan kawasan permukiman kumuh yang jumlahnya meningkat cukup besar. Berdasarkan data Susenas BPS, proporsi rumah tangga kumuh di perkotaan telah menurun sebesar 8,18% dari 20,75% pada tahun 1993 menjadi 12,57% pada tahun 2011. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa laju rata-rata penurunan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 0,50% per tahun. Tanpa suatu terobosan yang berarti maka, upaya mewujudkan kota bebas kumuh pada tahun 2020 akan  sulit dicapai. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum didukung oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), telah melaksanakan berbagai kegiatan penanganan permukiman kumuh, sebagai upaya mengatasi masalah perkotaan seperti menurunnya kemampuan dan daya dukung kawasan permukiman, menurunnya kualitas lingkungan permukiman, tingginya angka kemiskinan, dan kurang berkembangnya fungsí perkotaan. (Wrihatnolo, 2007:1)
Mengingat keterbatasan dana APBN dan dalam rangka mendukung upaya mewujudkan kota bebas kumuh pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2) dengan menggunakan dana pinjaman dari Asian Development Bank (ADB). Program NUSP-2 merupakan pengembangan dari Program NUSSP (Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project) yang telah dilaksanakan pada tahun 2005 – 2010 di 32 Kota/Kabupaten.
 Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2) merupakan salah satu program strategis untuk mendukung upaya mengurangi kawasan kumuh di perkotaan hingga 0%. Program NUSP-2 dilaksanakan di 20 kabupaten/ kota dengan dukungan pembiayaan dari pinjaman ADB (Asian Development Bank). Penyelenggaraan program dan kegiatan NUSP-2 dilaksanakan selama 3 (tahun) yaitu pada tahun 2015-2017. Kota Kendari adalah salah satu dari 20 kabupaten/ kota yang mendapatkan Program NUSP-2. Pelaksanaan NUSP-2 Kota Kendari pada tahun 2015 dilaksanakan pada enam kelurahan, salah satuya adalah Kelurahan Watulondo.

TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Implementasi 
Pressman dan Wildasky (dalam Mufty, 1992 : 12) memandang implementasi sebagai suatu proses interaksi antara tujuan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian implementasi menjadi jaringan yang mampu untuk mengaitkan hubungan yang menjadi mata rantai hubungan berikutnya yang memungkinkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya Alison dalam Abdullah (1997:44) mengemukakan bahwa tahap implementasi merupakan tahap yang penting dan kritis yang memerlukan kerja sama segenap pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan suatu kebijaksnaan. Sebelum suatu program atau proyek di laksanakan, di lakukan persiapan yang matang tentang segala hal yang menyangkut proyek, misalnya organisasi, tenaga kerja. 

Edward III (1980) mengemukakan pengertian tentang implementasi kebijaksanaan sebagai suatu tingkat pembuatan kebijaksanaan antara penentuan dan kepentingan kebijaksanaan dan memerlukan kerja sama segenap pihak dalam penyusunan dala pelaksanaanya untuk tercapainya tujuan dan berpedoman pada perencanaan untuk mencapai hasil yang maksimal. Jones (1991) mengemukakan tiga pilar implementasi sebagai berikut : Pertama, pengorganisasian yakni penataan kembali sumber daya unit-unit serta metode untuk menjalankan program. Kedua, Interprestasi yakni aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Ketiga, Aplikasi yaitu memberikan kelengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran atau aktivitas lainya sesuai dengan tujuan program. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu gambaran tentang strategi dan tujuan tertentu yang ingin dicapai dan memerlukan kerja sama segenap pihak dalam penyusunan dan pelaksanaanya untuk tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
B. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang di sengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collectiveaction dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial (Supriyanto, 2004 : 4). Pemberdayaan pada hakekatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya dalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus dari hubungan antara subyek dan obyek. Tjandraningsih (1996:3), pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang di berdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Selanjutnya, Nugroho (2004:2) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses menjadi, bukan sebuah proses instant. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitas dan pemberdayaan. Tahapan penyadaran berorentasi pada pemberian pemahaman dan pendayaan. Tahap penyadaran berorientasi pada pemberian pemahaman terhadap pendidikan dan keterampilan, tahapan pengkapasitasan mengarah pada pemberian kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sedangkan tahapan pendayaan lebih di utamakan pembentukan sikap dan prilaku.
C. Konsep Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2)
NUSP-2 adalah program penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan yang dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah untuk menjamin terlaksananya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan yang mandiri dan berkelanjutan serta  berpihak pada masyarakat miskin. Tujuan penyelenggaraan kegiatan NUSP-2 adalah meningkatkan kualitas hunian, fungsi sarana dan prasarana serta utilitas umum pada kawasan permukiman kumuh melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta secara mandiri dan berkelanjutan serta berpihak pada kebutuhan masyarakat miskin di perkotaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan NUSP-2 memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu sasaran fungsional dan sasaran operasional.
METEODOLOGI PENELITIAN
Penelitian di laksanakan di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dengan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) dengan kegiatan dibidang peningkatan pembangunan infrastruktur. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Watulondo yang berjumlah 1224 (KK) yang tersebar dalam 8 lingkungan. Mengingat populasi yang relatif besar maka dilakukan penarikan sampel secara proporsional random sampling sebanyak 50 orang kepala keluarga (warga). Selanjutnya untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka ditetapkan informan sebanyak 5 orang terdiri atas Lurah, Sekretaris Lurah, Fasilitator Kelurahan, Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan salah satu warga kelurahan Watulondo.
Dalam upaya untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) Studi kepustakaan (Library Study) yaitu teknik pengumpulan data dan informan melalui berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, website, majalah, brosur, dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. (2) Studi lapangan (Field Study) yaitu dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan terhadap objek penelitian dengan menggunakan metode : Pertama, Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung secara cermat dilapangan guna memperoleh data tentang pelaksanaan NUSP-2 di Kelurahan Watulondo. Kedua, Wawancara, yaitu teknik yang digunakan untuk melengkapi informasi data yang diperoleh dari responden, sehingga data yang digunakan betul-betul data yang akurat dari masyarakat dan pengelola. Ketiga, Kuesioner, yaitu untuk mengetahui karakteristik responden dengan cara menggunakan pertanyaan secara tertulis dan sistematis guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan dan keinginan dari masyarakat sebagai sasaran dari pelaksanaan NUSP-2.
HASIL PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) Dalam Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan di Kelurahan Watulondo
Dari hasil penelitian pada kegiatan dibidang lingkungan berupa kegiatan pengelolaan yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Watulondo pada tahun 2015 berupa : Pembuatan jalan setapak dan jalan lingkungan, drainase, Bak sampah komunal dan lampu penerangan jalan. Mengenai pelaksanaan kegiatan NUSP-2 di bidang lingkungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
         Tabel 1.  Pelaksanaan Program Kegiatan NUSP-2 di Bidang Lingkungan,   Tahun 2015 

	No
	Jenis Kegiatan
	Vol
	Jumlah Dana (Rp)

	1

2

3

4
5

6

7

8
	Jalan Setapak (Paving Blok) L= 2 m

 Jalan Lingkungan (Paving Blok) L= 2,5 m

Jalan Setapak (Paving Blok) L= 1,5 m

Jalan Lingkungan (Paving Blok) L= 3,4 m

Lampu Penerangan Jalan

Bak Sampah Komunal

Drainase Tipe 60

Drainase Tipe 50
	180,6

223

39

57

6

3

390

57
	83.213.617,29
 124.132.144,30

14.230.226,95
41.566.582,11

8.403.402,39 
14.461.394,85

182.536.030,60

22.989.609,62

	Total 
	
	491.533.008,11,-


 Sumber Data : Laporan Bulanan BKM Watulondo 2015.
Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu pada bidang lingkungan ini untuk memberdayakan masyarakat miskin yang bergabung dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Watulondo dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM pada kegiatan bidang lingkungan ini bertindak sebagai tukang dan pekerja dengan upah harian masing-masing Rp. 105.000/ hari dan Rp. 79.000/ hari. Selanjutnya jumlah dana NUSP-2 yang disalurkan untuk memberdayakan masyarakat miskin dibidang lingkungan secara keseluruhan berjumlah Rp. 491.533.008,11,-
  Tabel 2.  Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan NUSP-2 di Bidang Lingkungan, Tahun  2015

	No
	Tanggapan Responden
	Jumlah Responden
	Persentase 

	1

2

3
	Terlaksana 

Kurang Terlaksana

Tidak Terlaksana
	36

 14

-
	72

28

-

	Jumlah
	50
	100,00


Sumber : Data primer diolah, 2015.
Berdasarkan data di atas, dalam pelaksanaan program NUSP-2 dibidang lingkungan menunjukkan bahwa dari 50 orang responden yang diteliti, 36 orang menyatakan terlaksana. Artinya realisasi dari program NUSP-2 dibidang lingkungan ini dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan dan juga manfaat dari program tersebut yang cukup dirasakan oleh masyarakat setempat, sehingga kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Itu dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh NUSP-2 berupa pembuatan jalan setapak dan jalan lingkungan, drainase, bak sampah komunal dan lampu penerangan jalan. Dari 50 orang responden yang diteliti, 14 orang menyatakan kurang terlaksana. Alasan responden menyatakan program NUSP-2 ini kurang terlaksana karena penyediaan air Minum dari program NUSP-2 belum dilaksanakan pada tahun 2015. Selain itu menyatakan program NUSP-2 ini tidak terlaksana. Dari hasil pernyataan responden ini terlihat bahwa sebagian besar masyarakat merasa cukup puas terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada tahun 2015. Terkait dengan tidak adanya penyediaan air Minum pada Kelurahan Watulondo,  Dengan adanya kegiatan NUSP-2 dibidang lingkungan ini seperti pembuatan jalan setapak dan jalan lingkungan, drainase, bak sampah komunal dan lampu penerangan jalan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Kelurahan Watulondo, karena pekerjaan pembangunan fisik yang dilakukan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai tukang dan pekerja.
B. Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)
 Dalam Kegiatan NUSP-2 ini diharapkan adanya bentuk swadaya masyarakat sebesar 6% dari seluruh total anggaran dana hibah yang dikeluarkan untuk tiap kelurahan setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan Program NUSP-2 tahun 2015 di Kelurahan Watulondo, bentuk swadaya masyarakat berupa tukang dan pekerja untuk tahap awal pembangunan seperti pembersihan lokasi kegiatan. Selain itu salah satu bentuk swadaya masyarakat berupa hibah tanah lokasi pembangunan, peralatan pertukangan, serta konsumsi untuk para tukang dan pekerja. Untuk lebih jelasnya, besaran swadaya masyarakat disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 3. Swadaya Masyarakat Kelurahan Watulondo dalam Pembangunan Infrastruktur pada program NUSP-2, Tahun 2015

	No
	Jenis Kegiatan
	Vol
	Jumlah Swadaya (Rp)

	1
2

3

4
5

6

7

8
	Jalan Setapak (Paving Blok) L= 2 m

 Jalan Lingkungan (Paving Blok) L= 2,5 m

Jalan Setapak (Paving Blok) L= 1,5 m

Jalan Lingkungan (Paving Blok) L= 3,4 m

Lampu Penerangan Jalan

Bak Sampah Komunal

Drainase Tipe 60

Drainase Tipe 50
	180,6

223

39

57

6

3

390

57
	8.346.805,91

11.760.368,85

3.203.634,60

5.396.634,77

1.022.644,21

2.140.805,09

11.522.411,15

3.470.260,46

	Total 
	
	46.863.565,03


       Sumber Data : Laporan Bulanan BKM Watulondo 2015.
Dari tabel di atas terlihat bahwa swadaya masyarakat Kelurahan Watulondo terdapat disemua jenis pekerjaan pembangunan infrastruktur. Besar jumlah swadaya masyarakat Kelurahan Watulondo yaitu Rp.46.863.565,03 atau sebesar 9,39%. Hasil tersebut melebihi dari nilai swadaya masyarakat yang diharapkan yaitu sebesar 6%. Nilai swadaya masyarakat sebesar 9,39% diperoleh dari kontribusi tenaga masyarakat pada saat proses pembersihan  lapangan yang nilainya telah dikonversi pada saat perhitungan analisis Rencana Anggaran Biaya. Pada saat perhitungan Rencana Anggran Biaya, proses pembersihan lapangan tidak dimasukkan dalam kontrak kerja, karena dianggap tahapan pembersihan lapangan akan menjadi  swadaya masyarakat.
C. Bentuk Pemeliharaan Oleh Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Yang Telah dibangun Pada Tahun 2015
Merujuk pada Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang disusun pada tahun 2015 pada poin operasi dan pemeliharaan, setiap pekerjaan infrastruktur yang telah dibangun harus dipelihara dan diperbaiki bila ada kerusakan. Hal ini dipertegas dengan dibentuknya Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) pada musyawarah kelurahan III. Berikut rencana kegiatan pemeliharaan infrastruktur serta waktu pemeliharaannya

Tabel 4. Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan Watulondo pada program NUSP-2, Tahun 2015

	Nama Pekerjaan
	Pemeliharaan

	
	Kegiatan
	Frekuensi

	Pekerjaan Jalan
	· Pembersihan secara umum;

· Membuang tumbuhan liar dan sampah (terutama di bahu jalan dan saluran samping jalan);

· Penanganan kerusakan ringan
	· 1 minggu sekali

· 2 minggu sekali

· Bila terjadi kerusakan

	Drainase 
	· Pembersihan secara umum;

· Membuang tumbuhan liar dan sampah;

· Pembersihan dan melancarkan fungsi prasarana;

· Penanganan kerusakan-kerusakan ringan
	· 1 minggu sekali

· 2 minggu sekali

· 1 bulan sekali

· Bila terjadi kerusakan

	Lampu Penerangan
	· Pembersihan secara umum;

· Pengecekan bagian-bagian lampu lampu dan perangkatnya

· Penanganan kerusakan-kerusakan ringan
	· 1 minggu sekali

· 2 minggu sekali

· Bila terjadi kerusakan

	Bak Sampah Komunal
	· Pembersihan secara umum;

· Penanganan kerusakan-kerusakan ringan
	· 1 minggu sekali

· Bila terjadi kerusakan


         Sumber Data : Rencana Kerja Masyarakat (RKM) BKM Watulondo 2015.
Berdasarkan tabel di atas, semua perencanaan infrastruktur memiliki kegiatan pemeliharaan serta waktu pemeliharaan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Berdasarkan pemantauan lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini, terlihat bahwa infrastruktur yang telah dikerjakan pada tahun anggaran 2015 di Kelurahan Watulondo tidak dilaksanakan kegiatan pemeliharaan. Hal ini terlihat dengan rusaknya beberapa jenis infrastruktur. Sebagai contoh, jalan setapak dan jalan lingkungan yang telah dibangun sudah terjadi kerusakan kecil. Selain itu bak sampah komunal dan drainase juga sudah terjadi kerusakan kecil. Dari hal tersebut terlihat bahwa tidak optimalnya kinerja dari tim Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) serta kurangnya kontrol dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). 
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) dalam peningkatan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari maka dapat disimpulkan, yaitu hasil program NUSP-2 dianggap cukup berhasil dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Watulondo. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor:

1. Adanya rasa cukup puas dari masyarakat dengan hasil pembangunan infrastruktur di Kelurahan Watulondo.

2. Adanya respon yang baik dari masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur di Kelurahan Watulondo. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai swadaya masyarakat pada pembangunan infrastruktur pada tahun 2015 yaitu sebesar 9,39% yang melebihi harapan sebesar 6%.

3. Berkurangnya wilayah kumuh Kelurahan Watulondo sebesar 25% dari 4 ha menjadi 3 ha.
B. Saran
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam keberlanjutan Program NUSP-2 ini antara lain:

1. Dibutuhkan partisipasi lebih dari masyarakat dalam pelaksanaan Program NUSP-2 pada tahun atau periode berikutnya, baik pada tahap perencanaan, tahap konstruksi dan tahap pasca konstruksi.
2. Penyediaan air Minum pada Kelurahan Watulondo perlu diperhatikan, agar tujuan penanganan wilayah kumuh pada akhir tahun 2020 dapat terlaksana yaitu program 100-0-100. Yaitu tersedianya air minum 100%, 0% wilayah kumuh dan tersedianya sanitasi lingkungan 100%.
3. Dibutuhkannya kesadaran kepada seluruh masyarakat Kelurahan Watulondo untuk menjaga dan merawat semua infrastruktur yang telah dikerjakan pada tahun 2015
4. Perlunya kontrol dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) terhadap semua kegiatan pembangunan infrastruktur baik dalam tahap konstruksi maupun pasca konstruksi.
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